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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan

protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan baik oleh PKL di Jalan

Pramuka dan Jalan Taman Galaxy karena masih ditemukannya pelanggaran

penerapan protokol kesehatan oleh PKL selama berjualan di masa pandemi.

Ketidakpatuhan tidak semata-mata hanya karena kurangnya kesadaran PKL akan

pentingnya penerapan protokol kesehatan, tetapi juga karena faktor pengawasan

yang kurang oleh Satpol PP dan ketidaktegasan sanksi yang diberikan kepada

PKL sebagai pelanggar protokol kesehatan.

Berikut kesimpulan dari analisis keenam faktor Weaver yang melandasi

ketidakpatuhan PKL di Kecamatan Bekasi Selatan khususnya di Jalan Pramuka

dan Jalan Taman Galaxy terkait penerapan protokol kesehatan:

1. Insentif dan Sanksi

Tidak terdapat insentif yang diberikan kepada PKL yang mematuhi

protokol kesehatan. Satpol PP belum memberikan sanksi secara tegas

sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2020 kepada PKL yang melanggar.

Selama ini hanya diberikan himbauan dan teguran.

2. Pengawasan

Satpol PP belum mengintensifkan pengawasan secara rutin kepada

PKL yang berada di Jalan Pramuka maupun Jalan Taman Galaxy.
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Pengawasan hanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, bahkan Satpol PP

pernah tidak memberikan pengawasan sama sekali dalam seminggu.

3. Sumberdaya

Satpol PP masih kekurangan sumberdaya yaitu personil Satpol PP

untuk melakukan pengawasan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana

lainnya sudah cukup memadai.

4. Otonomi

Belum adanya asosiasi PKL di kedua daerah tersebut. Sehingga

faktor ini belum relevan untuk melihat ketidakpatuhan PKL dalam

melakukan protokol kesehatan

5. Informasi

Pihak Satpol PP telah memberikan informasi terkait protokol

kesehatan melalui sosialisasi langsung dan media (cetak dan elektronik).

Pemerintah juga sudah memasang spanduk-spanduk peringatan protokol

kesehatan 5M di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy.

6. Sikap dan Keyakinan

Sikap PKL dalam merespon kebijakan protokol kesehatan masih

kurang. Beberapa PKL meyakini bahwa penerapan protokol kesehatan

yang ketat dapat mengurangi penyebaran virus, tetapi untuk

menerapkannya mereka masih mengalami kesulitan karena faktor-faktor

seperti ketidaknyamanan menggunakan masker selama berjualan dan

keterbatasan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan yang tepat.
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6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti agar terciptanya

kepatuhan PKL terhadap penerapan protokol kesehatan 5M adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP perlu memberikan sanksi yang lebih tegas bahkan sanksi berat

seperti pemberhentian operasional sementara, denda, bahkan tidak

diperbolehkan berjualan kembali di daerah tersebut agar memberikan efek

jera kepada PKL yang pelanggar

2. Pemberian insentif kepada PKL yang rutin mematuhi protokol kesehatan

5M.

3. Satpol PP perlu memberikan pengawasan secara rutin setiap hari dengan

melakukan pemantauan atau sekedar patroli ke daerah-daerah ramai PKL

yang sering ditemukan pelanggaran protokol kesehatan seperti di Jalan

Pramuka dan Jalan Taman Galaxy. Dengan begitu PKL akan merasa

diawasi setiap harinya.

4. Pemerintah bersama dinas terkait dapat melakukan pengawasan dengan

pemasangan kamera pengawas/cctv di tempat-tempat ramai PKL agar

dapat menindak para pelanggar dengan mudah

5. Pemerintah bersama dinas terkait perlu memberikan bantuan masker

bahkan handsanitizer gratis kepada PKL untuk mendukung kepatuhan

protokol kesehatan

6. Pemberian jadwal berjualan bagi PKL agar tidak terjadinya kerumunan

terutama di Jalan Pramuka yang menjadi alun-alun Kota Bekasi
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7. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi bahwa ketika individu sudah di

vaksin bukan berarti tidak perlu menerapkan protokol kesehatan, karena

vaksin bukanlah obat. Sehingga tetap perlu diterapkan protokol kesehatan

5M secara ketat setelah dilakukannya vaksinasi.
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